
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 81 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 

KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2032 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah   Provinsi   Jawa  Timur  Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032; 

 

Mengingat:  1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 

Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

3. Peraturan 
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3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 

Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 75); 

                          

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA 

TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR 

TAHUN 2017 –2032. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 

Provinsi yang menangani urusan pemerintahan daerah di 

bidang pariwisata. 

6. Wisata adalah  kegiatan  perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi 

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. 

 

9. Kepariwisataan 
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9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 

multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 

setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan 

dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.  

10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi 

yang selanjutnya disebut dengan Ripparprov adalah 

dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan 

Provinsi untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung 

sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2032. 

11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah 

yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya 

perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam 

rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. 

12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut 

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang 

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 

di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang 

saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

Kepariwisataan.  

13. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan 

yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata 

Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, dan Daya 

Tarik Wisata Provinsi di Wilayah Provinsi Jawa Timur. 

14. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat 

DPP adalah kawasan geografis di Provinsi Jawa Timur 

yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif 

kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik 

Wisata skala provinsi (DTWP), Fasilitas Umum, Fasilitas 

Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling 

terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.  

15. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya 

disingkat KSPP adalah kawasan pariwisata yang memiliki 

fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk 

pengembangan pariwisata provinsi Jawa Timur yang 

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih 

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 

lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

16. Daya 
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16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan Wisatawan. 

17. Daya Tarik Wisata Provinsi yang selanjutnya disingkat 

DTWP adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau kunjungan Wisatawan di Provinsi 

Jawa Timur. 

18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan 

prasarana transportasi yang mendukung pergerakan 

Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi 

Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan 

wisata. 

19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu 

lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu 

lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana 

semestinya. 

20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik 

suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat 

umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. 

21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang 

secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan 

kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam 

melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata. 

22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran 

masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, 

dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan 

kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan. 

23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan 

produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan 

untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh 

pemangku kepentingannya. 

24. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata 

yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata. 

 

24. Kelembagaan 
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25. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur 

beserta jaringannya yang dikembangkan secara 

terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, 

swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi 

dan mekanisme operasional, yang secara 

berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke 

arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. 

26. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di 

lingkungan pemerintah maupun swasta yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan 

Kepariwisataan. 

27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya 

disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang 

pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung 

dengan kegiatan Kepariwisataan 

28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan 

barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk 

mengembangkan profesionalitas kerja.  

30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada 

usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung 

peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan 

pengelolaan Kepariwisataan. 

31. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah 

panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan 

yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan 

ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta 

memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan 

lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, 

rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan 

pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan 

lingkungan/ kawasan. 

 

 

 

BAB II 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 

a. Perencanaan pembangunan DPP dan KSPP; dan 

b. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi. 

 

BAB III 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPP DAN KSPP 

 

Pasal 3 

(1) Perencanaan pembangunan DPP dan KSPP meliputi 

kegiatan penyusunan: 

a. Rencana Induk Pembangunan DPP dan KSPP; 

b. Rencana Detail Pembangunan KSPP; dan 

c. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP dan 

KSPP. 

(2) Rencana induk pembangunan DPP dan KSPP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: 

a. peta sebaran DPP dan KSPP; 

b. indikasi deliniasi gambar peta DPP, KSPP dan 

sekitarnya; 

c. kondisi eksisting kawasan; 

d. isu strategis dalam sistem kepariwisataan; 

e. proyeksi kawasan; dan 

f. rencana pilar kawasan. 

(3) Rencana detail pembangunan KSPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: 

a. rencana sub kawasan KSPP; 

b. rencana tapak prioritas spasial; dan 

c. rencana tapak prioritas non spasial. 

(4) Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan 

DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

 

Pasal 4 
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Pasal 4 

 

Ketentuan muatan teknis Rencana Induk pembangunan DPP 

dan KSPP, Rencana Detail pembangunan KSPP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

BAB IV 

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI 

 

Pasal 5 

 

(1) Dalam rangka pengembangan pariwisata di Jawa Timur 

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan  

Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi yang 

berkedudukan di ibukota Provinsi. 

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan 

bersifat mandiri. 

(3) Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dalam 

melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi 

Pariwisata Indonesia. 

(4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

(5) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah 

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu  kebijakan dan unsur 

pelaksana. 

(6) Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Kepala Dinas. 

 

BAB V 
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BAB VV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 68 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal    9 Agustus 2018              

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  9 Agustus 2018 

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 81 SERI E. 

                                                                         

 


